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(1)

(2)
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h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000.00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja : ’

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 51.762.593.550,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 214.053.322.463,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 373.843.732.198,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan Rp. 85.063.617.360,65

b. Pengeluaraan Pembiayaan Rp. 12.000.000.000.00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 85.063.617.360,65
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. ' 0.00
Hasil Penjualan- Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp. 0.00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0.00
Penerimaan  Kembali Pemberian  Pinjaman Rp. 0.00
sejumlah
f.  Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0.00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0.00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 5.000.000.000.00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. _ 0.00
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 7.000.000.000.00
Pasal 5 |

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2

3.

4.

Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran [V~ Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; ‘



